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BAB VIII 

PENUTUP  

 

8.1. Kesimpulan  

Penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat Minangkabau 

merupakan suatu proses yang kompleks dan terstruktur, yang mencerminkan nilai-

nilai adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks 

ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu pola 

penyelesaian konflik, peran mamak sebagai mediator, prinsip keseimbangan, serta 

mekanisme pengambilan keputusan yang digunakan dalam proses tersebut. 

Pertama, Pola penyelesaian konflik rumah tangga di masyarakat 

Minangkabau umumnya dilakukan melalui negosiasi bertangga. Proses ini 

melibatkan berbagai tingkatan otoritas adat, mulai dari anggota keluarga inti hingga 

pemangku adat tertinggi. Negosiasi bertangga ini mencerminkan penghormatan 

terhadap tatanan adat dan kepercayaan bahwa penyelesaian terbaik adalah yang 

melibatkan musyawarah dan mufakat.  

Konflik biasanya dimulai di tingkat keluarga inti, yang terdiri dari pasangan 

suami dan istri. Jika konflik tidak dapat diselesaikan di tingkat ini, maka masalah 

akan dibawa ke tingkat keluarga samande, di mana mamak kanduang atau mamak 

kontan akan berperan sebagai mediator. Jika penyelesaian masih belum tercapai, 

masalah akan dilanjutkan ke tingkat keluarga saparuik, di mana mamak tungganai 

atau mamak kapalo warih akan terlibat. Akhirnya, jika semua upaya tersebut gagal, 

masalah akan dibawa ke tingkat kaum, di mana mamak kapalo kaum atau pangulu 

akan memberikan keputusan. 

Proses penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa setiap langkah atau 

tahapan harus dijalani secara berurutan, tanpa ada yang dilangkahi. Hal ini 

menegaskan pentingnya struktur sosial dan hierarki dalam masyarakat 

Minangkabau, dimana setiap individu memiliki peran dan tanggungjawab yang 

jelas dalam menjaga harmoni sosial. 

Dalam proses penyelesaian konflik, terdapat 3 (tiga) mekanisme yang 

digunakan yaitu: 
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1. Mekanisme kolegial yaitu sebuah mekanisme dalam pengambilan 

keputusan dalam negosiasi yang didasari kepada kesamaan dan kesetaraan. 

Mekanisme ini mengajarkan bahwa dalam berinteraksi dengan orang lain, 

semua orang harus diperlakukan dengan adil dan setara, tidak ada yang 

merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, baik dalam situasi sosial 

maupun dalam kehidupan sehari-hari, masing-masing orang harus 

menghargai satu sama lain, tanpa membeda-bedakan status, kedudukan, 

atau latar belakang. 

2. Mekanisme delegatif yaitu proses dimana pihak yang memiliki kepentingan 

dalam suatu perundingan memberikan wewenang kepada perwakilan atau 

delegasi untuk melakukan negosiasi atas nama mereka. Delegasi ini 

bertindak sebagai juru bicara yang memiliki mandat tertentu untuk 

menyampaikan, menawar, dan mencapai kesepakatan sesuai dengan 

kepentingan pihak yang diwakilinya. Negosiasi dengan mekanisme 

delegatif dilakukan secara hierarkis. Maksudnya adalah pengambilan 

keputusan dalam sebuah negosiasi berdasarkan kepada kemufakatan yang 

dicapai oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas. Jadi, dalam mekanisme ini 

tidak semua boleh terlibat dalam barundiang atau bernegosiasi. Kedudukan 

mamak dalam negosiasi delegatif adalah sebagai pihak yang memiliki 

otoritas dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, apabila para 

negosiator telah menentukan sebuah kemufakatan, maka ia wajib ditaati dan 

dilaksanakan.  

3. Mekanisme kolegial delegatif yaitu negosiasi terbuka dikombinasikan 

dengan negosiasi perwakilan. Bentuknya adalah, negosiasi terbuka menjadi 

langkah pertama dalam upaya penyelesaian konflik. Perundingan dengan 

berbagai pihak yang terlibat dilaksanakan guna melahirkan kemufakatan 

sebagai solusi bersama. Namun apabila negosiasi ini tidak mencapai 

kemufakatan atau menemui jalan buntu. Maka, mamak-mamak yang 

merupakan pemegang otiritas dalam keluarga matrileneal akan 

menggunakan fungsinya sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk 

merumuskan kesepakatan sebagai bentuk delegasi dari para pihak yang 
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berkonflik. Apabila kemufakatan tersebut berhasil dicapai oleh mamak-

mamak tersebut maka ia menjadi keputusan bersama. 

Kedua, Mamak memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian 

konflik rumah tangga. Sebagai seorang laki-laki yang dituakan, mamak berfungsi 

sebagai pemimpin dalam rumah gadang dan memiliki tanggungjawab untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kemenakannya. Dalam konteks 

ini, mamak bertindak sebagai pihak ketiga atau penengah yang harus bersikap adil 

dan netral, tanpa berpihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. 

Mamak tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai sosok 

yang memiliki otoritas dalam struktur adat. Setiap tingkatan mamak memiliki 

kewenangan tersendiri dalam penyelesaian konflik. Mamak kanduang, misalnya, 

memiliki otoritas di tingkat keluarga samande, sementara mamak tungganai 

memiliki kewenangan di tingkat keluarga saparuik, dan mamak kapalo kaum 

memiliki otoritas tertinggi di tingkat kaum. Kewenangan ini menjadikan mamak 

sebagai sosok yang harus dipatuhi dan ditaati oleh segenap anggota keluarga, 

terutama kemenakan. 

Ketiga, Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat sejumlah nilai yang 

dijadikan dasar atau pedoman dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga. 

Nilai-nilai tersebut meliputi raso jo pareso, sahino samalu, saiyo sakato, dan 

sabarek sapikua saringan sajinjiang. Nilai-nilai ini mencerminkan pentingnya 

intropeksi, tanggungjawab bersama, kebersamaan, dan keadilan dalam 

penyelesaian konflik. 

Prinsip keseimbangan dalam konflik menjadi nilai dasar yang sangat 

dijunjung tinggi. Masyarakat Minangkabau percaya bahwa konflik adalah hal yang 

alami dan perlu dikelola untuk mencapai harmoni sosial. Falsafah hidup masyarakat 

Minangkabau yang menekankan keberimbangan dalam konflik menunjukkan 

bahwa perbedaan pandangan atau pendapat dalam kehidupan sosial dapat 

melahirkan nilai-nilai baru yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan. 

Penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat Minangkabau juga 

sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, mamak berperan 

sebagai hakam yang bertugas untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. 
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Proses penyelesaian konflik yang diperankan oleh mamak mencerminkan metode 

ishlah, dimana tujuan utamanya adalah mencapai perdamaian dan kesepakatan 

antara kedua belah pihak. 

Dalam hukum Islam, peran hakam sangat penting dalam menyelesaikan 

perselisihan. Seorang hakam harus bersikap adil dan proporsional, serta mampu 

membantu pihak yang berkonflik untuk menemukan kesepakatan damai. Hal ini 

sejalan dengan peran mamak dalam masyarakat Minangkabau, dimana ia harus 

mampu bersikap netral dan adil dalam proses penyelesaian konflik. 

8.2. Saran 

Berdasarkan kepada penelitian yang telah dilakukan tentang pola 

penyelesaian konflik rumah tangga berbasis adat pada masyarakat Minangkabau, 

peneliti menyarankan bahwa negosiasi bertangga dalam menyelesaiakan konflik 

rumah tangga merupakan pola penyelesaian konflik yang efektif bagi masyarakat 

Minangkabau. Menimbang masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat adat 

yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang filosofis. Disamping itu, mamak sebagai 

pemegang otoritas dalam penyelesaian konflik harus meningkatkan perannya 

sehingga penyelesain konflik rumah tangga dapat dilakukan dengan baik. Serta, 

nilai-nilai yang telah menjadi sipirit bagi masyarakat Minangkbau seperti, sahino 

samalu, saiyo sakato, sabarek sapikua saringan sajinjiang dan manimbang samo 

barek maukua samo panjang menjadi nilai-nilai utama dalam penyelesaian konflik 

rumah tangga.   
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